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WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
pada beberapa pasal dalam Peraturan Wali Kota
Bandar Lampung Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik
Daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan
penyesuaian terhadap beberapa pasal tersebut;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a
tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun
1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6
Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagamana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang



Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
denganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3213);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983
tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah
Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3254);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah
Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5610);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016
tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian
Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan
Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5934);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelengaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018

tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2013 tentang Penerapan  Sistem
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133
Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan
Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai
Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016
Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2
Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;



Menetapkan

26.Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 54
Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah
Kota Bandar Lampung Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN
PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar
Lampung Nomor 54 Tahun 2019 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2019 Nomor 54),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud
dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.

2. Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali kota
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar
Lampung.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar
Lampung.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kota Bandar Lampung.
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Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut OPD adalah unsur
pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang
milik Daerah adalah Wali Kota.

Pengelola Barang Milik Daerah adalah
Sekretaris Daerah adalah yaitu pejabat yang
berwenang dan bertanggung jawab
melakukan koordinasi pengelolaan barang
milik Daerah.

Pengguna barang adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan barang milik
Daerah.

Pejabat Penatausahaan Barang adalah
kepala OPD yang mempunyai fungsi
pengelolaan barang milik Daerah selaku
pejabat pengelola keuangan Daerah.

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah
selanjutnya disebut sebagai Kuasa
Pengguna Barang adalah kepala unit kerja
atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna
Barang untuk menggunakan barang milik
Daerah yang berada dalam penguasaannya
dengan sebaik-baiknya.

Unit kerja adalah bagian OPD yang
melaksanakan satu atau beberapa program.

Barang milik Daerah adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha barang milik Daerah pada
Pengguna Barang.

Pengurus barang milik Daerah yang
selanjutnya disebut Pengurus Barang
adalah Pejabat dan/atau Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas
mengurus barang.

Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat
yang diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, dan menatausahakan barang
milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan
Barang.

Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan
Fungsional Umum yang diserahi tugas
menerima, menyimpan, mengeluarkan,
menatausahakan barang milik Daerah pada
Pengguna Barang.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Pembantu Pengurus Barang Pengelola
adalah pengurus barang yang membantu
dalam penyiapan administrasi maupun
teknis penatausahaan barang milik Daerah
pada Pengelola Barang.

Pembantu Pengurus Barang Pengguna
adalah pengurus barang yang membantu
dalam penyiapan administrasi maupun
teknis penatausahaan barang milik Daerah
pada Pengguna Barang.

Pengurus Barang Pembantu adalah yang
diserahi tugas menerima, menyimpan,
mengeluarkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan barang  milik
Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.

Penilai adalah pihak yang melakukan
penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk
memberikan suatu opini nilai atas suatu
objek penilaian berupa barang milik
Daerah pada saat tertentu.

Penilai Pemerintah adalah Penilai dari
lingkungan pemerintah yang diangkat oleh
pejabat berwenang berdasarkan kompetensi
yang dimiliknya.

Penilai Publik adalah Penilai dari luar
lingkungan pemerintah yang melakukan
Penilaian berdasarkan kompetensinya.

Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau
Warga Negara Asing yang mempunyai izin
tinggal dan/atau membuat wusaha atau
badan hukum Indonesia dan/atau badan
hukum asing yang menjalankan kegiatan
usaha untuk memperoleh keuntungan.

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya
disingkat BUMN, adalah badan usaha yang
seluruh atau seabgian besar modalnya
dimiliki oleh Negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan
Negara yang dipisahkan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal
dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham
dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas.
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Yayasan adalah badan hukum yang terdiri
atas kekayaan yang dipisahkan dan
diperuntukkan untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan
kemanusiaan, yang tidak mempunyai
anggota.

Koperasi adalah badan usaha yang
beranggotakan orang seorang atau badan
hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan
yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri
atas pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan Non Formal adalah jalur
pendidikan di luar Pendidikan Formal yang
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan
berjenjang.

Lembaga Sosial adalah organisasi sosial
atau perkumpulan sosial yang
melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat.

Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga
Sosial yang bertujuan mengembangkan dan
membina kehidupan beragama.

Lembaga  Sosial Kemanusiaan adalah
Lembaga Sosial yang bergerak di bidang
Kemanusiaan.

Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggara
Pemerintah/Negara adalah organisasi yang
dibentuk secara mandiri di lingkungan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
dalam rangka menunjang penyelenggara
kegiatan.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah
keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,
pemindahtanganan, pemusnahan,
penghapusan, penatausahaan dan
pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan
merumuskan rincian kebutuhan barang
milik Daerah untuk menghubungkan
pengadaan barang yang telah lalu dengan
keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan
datang.
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Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah,
yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah
dokumen perencanaan kebutuhan barang
milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Penggunaan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
mengelola dan menatausahakan barang
milik Daerah yang sesuai dengan tugas
dan fungsi OPD yang bersangkutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang
milik Daerah yang tidak digunakan untuk
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
dan/atau optimalisasi barang milik Daerah
dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Sewa adalah pemanfaatan barang milik
Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan
penggunaan Barang antara Pemerintah
pusat dan Pemerintah Daerah atau antar
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan
setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Wali kota.

Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya
disingkat KSP adalah pendayagunaan
barang milik Daerah oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka
peningkatan pendapatan Daerah atau
sumber pembiayaan lainnya.

Bangun Guna Serah yang selanjutnya
disingkat BGS adalah pemanfaatan barang
milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana Dberikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain
tersebut dalam jangka waktu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya setelah berakhirnya jangka
waktu.

Bangun Serah Guna yang selanjutnya
disingkat BSG adalah pemanfaatan barang
milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain

dengan cara mendirikan bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya

diserahkan untuk didayagunakan oleh
pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang disepakati.
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Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang
selanjutnya disingkat KSPI adalah
kerjasama antara Pemerintah dan badan
usaha untuk kegiatan penyediaan
infrastruktur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang
selanjutnya disingkat PJPK adalah Wali
kota, atau badan wusaha milik Daerah
sebagai penyedia atau  penyelenggara
infrastruktur berdasarkan peraturan
perundang- undangan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan
kepemilikan barang milik Daerah.

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan
barang milik Daerah kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam
bentuk uang.

.Tukar Menukar adalah pengalihan

kepemilikan barang milik Daerah yang
dilakukan antara Pemerintah pusat dengan
Pemerintah  Daerah, antar Pemerintah
Daerah, atau antara Pemerintah Daerah
dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian utama dalam bentuk barang,
paling sedikit dengan nilai seimbang.

Hibah adalah pengalihan kepemilikan
barang dari Pemerintah pusat kepada
Pemerintah Daerah, antar Pemerintah
Daerah, atau dari Pemerintah Daerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh
penggantian.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
adalah pengalihan kepemilikan barang milik
Daerah yang semula merupakan kekayaan
yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan
sebagai modal/saham Daerah pada badan
usaha milik negara, badan wusaha milik
Daerah, atau badan hukum lainnya yang
dimiliki negara.

Pemusnahan adalah tindakan
memusnahkan fisik dan/atau kegunaan
barang milik Daerah.

Penghapusan adalah tindakan menghapus
barang milik Daerah dari daftar barang
dengan menerbitkan keputusan dari pejabat
yang berwenang untuk membebaskan
Pengelola Barang, Pengguna Barang
dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya.
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56.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan
yang meliputi pembukuan, inventarisasi,
dan pelaporan barang milik Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

S57.Inventarisasi adalah kegiatan untuk
melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan barang milik
Daerah.

58.Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah
yang merupakan bukti kepemilikan atas
barang milik Daerah.

59.Daftar barang milik Daerah adalah daftar
yang memuat data seluruh barang milik
Daerah.

60.Daftar barang pengguna adalah daftar yang
memuat data barang milik Daerah yang
digunakan oleh masing- masing Pengguna
Barang.

61.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah
daftar yang memuat data barang milik
Daerah yang dimiliki oleh masing-masing
Kuasa Pengguna Barang.

62.Rumah Negara adalah bangunan yang
dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi
sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pembinaan keluarga serta
menunjang pelaksanaan tugas pejabat
dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

63. Pihak lain adalah pihak-pihak selain
Kementerian/Lembaga dan  Pemerintah
Daerah.

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) ditambah 1 (satu)
huruf yaitu huruf c, sehingga Pasal 116 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 116

(1) Formula tarif/besaran sewa barang milik
Daerah ditetapkan oleh Wali Kota:

a. untuk barang milik Daerah berupa
tanah dan/atau bangunan;

b. untuk barang milik Daerah berupa
selain tanah dan/atau bangunan
dengan berpedoman pada kebijakan
pengelolaan barang milik Daerah; dan
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c. untuk penentuan harga sewa barang milik
daerah berupa tanah dan/atau
bangunan ditentukan dengan salah
satu cara;

1) menggunakan Penilai Publik; dan/
atau

2) menggunakan Penilai Pemerintah;
dan/atau

3) kesepakatan para pihak dengan nilai
wajar yang dituangkan dalam
perjanjian kerjasama.

(2) Besaran sewa, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal
sewa barang milik Daerah yang ditentukan.

(3) Besaran sewa atas barang milik Daerah
untuk KSPI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (2) huruf a atau untuk
kegiatan dengan  karakteristik usaha
yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5
(lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 ayat (2) huruf b dapat
mempertimbangkan nilai keekonomian dari
masing-masing jenis infrastruktur.

(4) Mempertimbangkan nilai keekonomian,
sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
antara lain dengan mempertimbangkan
daya beli/kemampuan membayar (ability to
pay) masyarakat dan/atau kemauan
membayar (willingness to pay) masyarakat.

3. Di antara Pasal 128 dan 129 disisipkan 3 (tiga) pasal
dan 1 (satu) paragraf yaitu Pasal 128A, Pasal 128B,
Pasal 128C, dan Paragraf 4A sehingga Pasal 128
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

(1) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 huruf a
diperuntukkan bagi kegiatan yang
berorientasi untuk mencari keuntungan,
antara lain:

a.perdagangan;
b.jasa; dan

c. industri.
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(2)

(3)

(1)

Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 huruf b
diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik
imbalan atas barang atau jasa yang
diberikan namun tidak mencari
keuntungan, antara lain:

a.pelayanan kepentingan umum yang
memungut biaya dalam jumlah tertentu
atau terdapat potensi keuntungan, baik
materil maupun immateril;

b.penyelenggaraan pendidikan nasional;

c.upaya pemenuhan kebutuhan pegawai
atau fasilitas yang diperlukan dalam
rangka menunjang tugas dan fungsi
Pengguna Barang; dan

d.kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria
non bisnis.

Kelompok kegiatan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 127 huruf c
diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak
menarik imbalan atas barang/jasa yang
diberikan dan/atau tidak berorientasi
mencari keuntungan, antara lain:

a.pelayanan kepentingan umum yang
tidak memungut biaya dan/atau tidak
terdapat potensi keuntungan;

b.kegiatan sosial;

c. kegiatan keagamaan;

d.kegiatan kemanusiaan;

e. kegiatan  penunjang  penyelenggaraan
kegiatan Pemerintahan; dan

f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria

sosial.
Pasal 128A

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf b,
dikelompokkan sebagai berikut:

a. Kategori I, meliputi:
1) Swasta, kecuali yayasan dan Koperasi;
2) Badan Usaha Milik Negara;
3) Badan Usaha Milik Daerah;
4) Badan hukum yang dimiliki Negara;

5) Lembaga pendidikan asing; atau
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

6) Badan hukum asing dalam bentuk
perseroan terbatas berdasarkan hukum
Indonesia. perdagangan;

b. Kategori II, meliputi:

1) Yayasan;

2) Koperasi;

3) Lembaga Pendidikan Formal; atau

4) Lembaga Pendidikan Non Formal.
c. Kategori III, meliputi:

1) Lembaga Sosial;

2) Lembaga Sosial Kemanusiaan;

3) Lembaga Sosial Keagamaan;

4) Unit Penunjang Kegiatan
Penyelenggaraan Pemerintahan/Negara;
atau

S5) Lembaga/organisasi internasional/asing.

Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan
dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan
pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

Pasal 128B

Lembaga  pendidikan asing  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128A ayat (1) huruf a
angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang
menyelenggarakan pendidikan di Daerah.

Lembaga Pendidikan Formal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128A ayat (1) huruf b
angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam
negeri milik Swasta, meliputi:

a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
b. lembaga pendidikan dasar;
c. lembaga pendidikan menengah; atau

d. lembaga pendidikan tinggi.

Lembaga Pendidikan Non Formal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128A ayat (1) huruf b
angka 4 meliputi:

a. lembaga kursus;
b. lembaga pelatihan;

c. kelompok belajar;
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
e. majelis taklim; atau

f. satuan pendidikan yang sejenis.

Lembaga Sosial, Lembaga Sosial Kemanusiaan,
dan Lembaga Sosial Keagamaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 128A ayat (1) huruf c
angka 1, angka 2, dan angka 3, termasuk
lembaga internasional dan/ atau asing yang
menyelenggarakan kegiatan sosial,
kemanusiaan, dan/ atau keagamaan di Daerah.

Paragraf 4A
Besaran dan Faktor Penyesuai Sewa

Pasal 128B

Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok
jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar
100% (seratus persen).

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk Koperasi yang
dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri
Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan
anggota, dapat diberikan faktor penyesuai:

a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk
Koperasi Primer;

b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk
Koperasi Sekunder.

Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok
jenis kegiatan wusaha non bisnis ditetapkan
sebagai berikut:

a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen);
c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).

Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok
jenis kegiatan usaha sosial ditetapkan sebagai
berikut:

a. kategori I sebesar 10% (sepuluh persen);
b. kategori II sebesar 5% (lima persen);
c. kategori III sebesar 5% (lima persen).

Besaran  faktor penyesuai sewa  untuk
periodesitas Sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai
berikut:
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a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);

b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh
persen);

c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh
persen);

d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh
persen).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar
Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2022

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto
EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 2 Februari 2022

PIh.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022 NOMOR 6
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